BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Malaka tahun 2017-2019,
berada pada tingkat tidak efisien dan kurang efisien. Hal ini di karenakan
penggunaan total realisasi pada belanja telah melebih angka di atas 90%, di
bandingkan jumlah total realisasi pada pendapatan. Pada tahun 2017-2019,
rasio efisiensi telah melebihi angka di atas 90% yang menandakan belanja
daerah telah melebihi pendapatan daerah yang tersedia sehingga pengeluaran
belanja tersebut dibiayai dengan pinjaman/hutang.

2. Rasio efektivitas keuangan daerah kabupaten Malaka tahun 2017-2019
dikategorikan belum efektif karena jumlah realisasi pendapatan selama tiga
tahun terakhir lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang
dianggarkan.

6.2 Saran
Adapun saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah kabupaten Malaka
a) Program dan kegiatan yang sifatnya mendesak, strategis berdampak besar

dan berhubungan langsung dengan permasalahan pembangunan
kabupaten Malaka sebaiknya diselesaikan pada tahun anggaran yang
bersangkutan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

b) Setiap dana dari APBD kabupaten Malaka yang dialokasikan kepada

setiap satuan kerja hendaknya dapat memacu pembangunan dan
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mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

2. Masalah penurunan dan kenaikan (fluktuasi) tingkat efisiensi dan efektivitas
kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Malaka perlu diperhatikan
dengan mengadakan evaluasi atau pengawasan dari pemerintah daerah
terhadap program/kegiatan yang akan dilaksanakan, supaya tepat sasaran
realisasinya dan memungkinkan kinerja keuangan pemerintah daerah
kabupaten Malaka di tahun-tahun selanjutnya bisa terus konsisten dalam
pencapaian efisiensi dan efektivitas.

3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan
menggunakan metode analisis sejenis atau analisis yang lebih baik (akurat)

yang berhubungan dengan kinerja keuangan daerah.
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